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Abstrak
Utang piutang menimbulkan resiko adanya wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Wanprestasi oleh debitur menjadikan tidak kembalinya piutang kreditur. Saat debitur wanprestasi, harta debitur tersebut dijadikan pelunasan utang. Kreditur dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk mendapat pelunasan utang. Namun kreditur tidak mendapat pelunasan piutang dari  debitur karena ketika proses di Pengadilan benda yang dimohonkan sita jaminan ternyata dieksekusi oleh kreditur preference. Selain itu Mahkamah Agung menganggap hubungan hukum antara debitur dan kreditur tidak jelas karena perjanjian utang piutang yang dibuat hanya perjanjian utang piutang di bawah tangan bukan dalam bentuk Akta Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi seorang kreditur dan untuk mengetahui tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menuntut pemenuhan hak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini membutuhkan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku dan informasi dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum telah memberikan perlindungan terhadap kreditur yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, serta asas schuld dan haftung yang juga mengatur tentang tanggung jawab pihak debitur terhadap semua utangnya, tanggung jawab tersebut berupa pelunasan utang oleh debitur dengan cara menyediakan hartanya sebagai jaminan pelunasan utang. Penyelesaian sengketa secara litigasi menunjukkan bahwa piutang kreditur tidak dapat kembali, karena kreditur merupakan kreditur konkuren sedangkan objek jaminan yang dimohonkan sita telah dijaminkan kepada kreditur sebelumnya. Kreditur dapat menempuh upaya peninjauan kembali jika dapat memenuhi alasan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 67 undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Apabila tidak dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali, maka kreditur dapat menempuh upaya mengajukan gugatan baru dengan objek tuntutan yang berbeda. Meskipun dengan para pihak dan alasan tuntutan yang sama gugatan baru dapat dilakukan asal tidak memenuhi syarat asas ne bis in idem yang ditentukan dapam pasal 1917 KUH Perdata.
Kata Kunci : Pemenuhan Piutang Kreditur, Jaminan.

Abstract

Debts raises the risk of default. Default may occur if both sides or one side does not perform its obligations. Debtor default  will make refund cannot be repaid. When the debtor defaults, the debtor's property used as a debt repayment. Creditors can apply to the magistrate to get the debt repayment. However, the creditors do not get the debt repayment from the debtor because when the objects are filed in court, foreclosure turns executed by the preference creditors. Beside that, Supreme Court considers that the legal relationship between the debtor and the creditor is incomprehensible because of the debt agreement  made just debt receivable under the loan agreement and do not from hands of the notary deed. This study aims to find out about the legal protection of a creditor and to find out about the legal remedies for creditor repayment.This research method is  normative juridical. This research requires three types of legal materials, which the primary legal materials consisting of various legislation and secondary law materials consisting of books and information from the internet relating to legal issues are discussed. In analyzing research, researcher used three approaches namely statutory approach (statute approach), conceptual approach and case approach. The results showed that the Law has provided protection against creditors provided for in article 1131 of the Civil Code, as well as the principle of Schuld and haftung which also regulates the responsibility of the debtor for all debts, liability in the form of repayment of the debt by the debtor by way of providing his property as collateral for repayment debt. Litigation dispute resolution shows that the creditor refund cannot repaid , because creditors are unsecured creditors filed bail while the object has pledged to creditors seized earlier. The creditors can take the request civil if it statisfies the request  civil reasons set out in article 67 of law supreme sourt. If it is not possible to apply for request civil, the creditor can filed a new lawsuit with different demands objects. Although, with the parties and the same reason that a new lawsuit claims do not meet the requirements of origin  ne bis in idem principle the article 1917 of the civil code.
Keywords : Creditor Repayment, Guarantee.
PENDAHULUAN
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia dalam kesehariannya, maka manusia membutuhkan sebuah pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang dapat dilakukan misalnya, melakukan sebuah kegiatan usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tentu sangat membutuhkan modal agar kegiatan usaha tetap dapat berjalan. Kebutuhan akan modal sangat berpengaruh terhadap meningkatnya permintaan dana oleh pelaku usaha. Modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tidaklah sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan modal maka, pelaku usaha perlu melakukan kegiatan utang piutang.

Setiap orang diberi kebebasan oleh undang-undang untuk membuat sebuah perjanjian utang piutang seperti yang dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata, pada pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara Dengan adanya sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk membuat perjanjian utang piutang.Setiap orang juga berhak mengadakan perjanjian dengan siapa saja (perseorangan atau badan hukum) serta menentukan bentuk, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dalam perjanjian. 
Kebebasan yang diberikan undang-undang bukan berarti kebebasan mutlak, namun harus memperhatikan pula ketentuan dalam pasal 1320 jo 1337 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal yaitu jika sebab itu tidak dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian utang piutang. Dengan begitu bentuk perjanjian utang piutang dapat dibuat sesuai kehendak para pihak. Sebuah perjanjian utang piutang dapat berbentuk lisan dan tulisan.. Ada 3 (tiga bentuk) perjanjian tertulis , sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat parapihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pihak ketiga.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegaisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata - mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil. Akta Notariil adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain - lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan.

Setiap perjanjian utang piutang, sangat dimungkinkan terjadinya ketidakmampuan debitur untuk membayar atau melunasi semua utangnya, yang dapat disebut wanprestasi. Adanya wanprestasi tentunya sangat merugikan pihak kreditur. Kerugian disebabkan karena dana yang telah dipinjamkan kepada debitur tidak dapat dikembalikan baik sebagian ataupun seluruhnya. 

Seperti dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 2357K/Pdt/2010 yaitu telah terjadi perjanjian utang piutang yang dibuat dengan perjanjian dibawah tangan, antara debitur (Tjirto Wantoro Tedjo) dengan kreditur (Hendro Diputro Tedjo) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan bunga 1,5%, yang harus terselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan. Pihak debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Pihak debitur tidak membayar cicilan setiap bulannya namun hanya membayar pertama sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Debitur tidak pernah lagi membayar cicilan-cicilan berikutnya kepada kreditur.

Untuk menuntut pelunasan piutang yang dimilikinya, pihak kreditur telah mengingatkan dan menagih secara berulang-ulang. Namun tidak ada juga pelunasan dari debitur. Dengan begitu tentu saja pihak debitur telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian utang piutang yang dibuatnya dan telah melakukan wanprestasi.

Ketika seorang debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, misalnya tidak tepat waktu atau tidak sama sekali menjalankan kewajiban yang telah disepakati maka sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yaitu bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari,  menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan”. Dalam ketentuan tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan segala kebendaan yang dipunyai debitur. Dengan kata lain, bahwa semua benda yang yang dimiliki  oleh debitur akan menjadi jaminan bagi kreditur, apabila debitur tersebut tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Seperti yang dilakukan oleh pihak kreditur yakni mengajukan gugatan perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan perkara daftar No.574/Pdt.G/ 2007/PN.Sby yang diputus tanggal 1 Juli 2008. Putusan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya antara lain:

· Menyatakan Tergugat (debitur) telah melakukan perbuatan wanprestasi;

· Menyatakan Tergugat (debitur) masih memiliki sisa hutang kepada Penggugatsejumlah Rp2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah);

· Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap :

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis ArgosariVII Blok E-9 Surabaya

b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis ArgosariVII Blok E-10 Surabaya dinyatakan tidak berharga dan harus diangkat;

Sita Jaminan dinyatakan tidak berlaku karena objek yang dimintakan sita telah di eksekusi oleh kreditur preference. Dengan adanya putusan tersebut pihak kreditur mengajukan banding. Pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri No. 574/Pdt.G/2007/PN.Sby diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 147/PDT/2009/PT.SBY yaitu:

· Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

· Menyatakan Tergugat masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah);

· Menghukum Tergugat membayar bunga cicilan sebesar 1½ %.

Dengan adanya putusan tersebut, pihak kreditur tidak dapat menerima keputusan  Pengadilan Tinggi untuk itu, pihak kreditur mengajukan permohonan kasasi. Putusan yang diperoleh dari upaya hukum ini adalah mengabulkan permohonan kasasi dari pihak kreditur, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi No.147/Pdt/2009/PT.Sby tanggal 19 Mei 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri No. 574/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 1 Juli 2008 dan menyatakan gugatan Penggugat (pihak kreditur) tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, tentu saja adanya putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut sangat merugikan kreditur.  Piutang yag dimiliki oleh kreditur tidak akan terpenuhi karena perjanjian yang dibuat hanya dengan perjanjian bawah tangan. Namun kenyataannya dalam masyarakat masih banyak orang yang mengadakan perjanjian utang piutang hanya dengan perjanjian dibawah tangan atau tanpa akta notaris meskipun perjanjian dibawah tangan tidak memiliki kepastian hukum yang kuat dalam hal pembuktian dibandingkan dengan akta yang dibuat oleh notaris. 
Pada praktek dimasyarakat juga masih banyak  yang tidak mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk mengikat jaminan agar mendapat perlindungan hukum, yaitu apabila jaminan yang digunakan adalah tanah dan atau benda yang berkaitan dengan tanah maka harus di daftarkan pada lembaga jaminan yaitu Hak Tanggungan agar mendapat hak untuk mengeksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi seorang kreditur untuk mendapatkan piutang yang dimiliki. 

Dari berbagai permasalahan yang menjadi latar belakang, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan yaitu  bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam rangka pengembalian piutangnya dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan kreditur dalam pemenuhan piutangnya 
Kerangka berfikir diawali dengan undang-undang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan adanya asas kebebasan berkontrak maka, seseorang yang akan mengadakan perjanjian utang piutang dapat membuat perjanjian yang bebas, baik itu terkait bentuk perjanjiannya maupun isi dalam perjanjian tersebut.
Setiap utang piutang tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaannya. Ketika terjadi wanprestasi maka seseorang yang dirugikan akan berupaya untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan tidak selalu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan kreditur dimana piutangnya dapat dikembalikan secara penuh. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2357K/Pdt/2010 belum tentu dengan adanya pengajuan gugatan di Pengadilan akan dapat mengembalikan harta yang kreditur salurkan kepada debitur.

Putusan   Mahkamah Agung No. 2357/K/Pdt/2010 yaitu  mengabulkan permohonan kasasi dari pihak kreditur, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, No.147/Pdt/2009/PT.Sby. tanggal 19 Mei 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 574/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 1 Juli 2008 dan menyatakan gugatan Penggugat (pihak kreditur) tidak dapat diterima. Berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan sebagian dari permintaan kreditur. Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi debitur dinyatakan wanprestasi dan debitur masih ada sisa hutang yang harus dikembalikan kepada kreditur. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung maka pihak kreditur tidak akan memperoleh pelunasan piutang. Hak  piutang yang dimiliki oleh kreditur akan dibahas dengan ketentuan yang terkait dengan hukum jaminan. Dalam hal ini yang akan digunakan untuk menganalisis
METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan  pendekatan kasus.

Metode pendekatan perundang-undangan merupakan analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Analisis terhadap UU tersebut berguna untuk menggali konsistensi dan kesesuaian diantara kasus dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konsep yaitu menelusuri pandangan atau doktrin yang bersumber dari ahli hukum dan perundang-undangan, asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Konsep yang terkait dalam penelitian ini yaitu tentang konsep hukum utang piutang, wanprestasi dan jaminan. Pendekatan kasus juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum, dengan mengkaji penalaran hukum yang mendasarinya dan alasan hakim mahkamah agung untuk sampai pada putusannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Uraian Perkara

1.
Para pihak yang berpekara

Para pihak yang berpekara dalam Putusan No. 2357K/Pdt/2010 adalah:


Hendro Diputro Tedjo, bertempat tinggal di Jalan Pakis Argosari VII, Blok E/9, Surabaya. Pihak kreditur yang selanjutnya disebut penggugat. 




m e l a w a n :

Tjitro Wantoro Tedjo, bertempat tinggal di Jalan Petemon III/94, Surabaya. Pihak debitur yang selanjutnya disebut tergugat.

2.
Objek Perkara

Perkara dalam gugatan adalah wanprestasi dengan objek yang dimohonkan sita yaitu Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-9 Surabaya, Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-10 Surabaya, Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petemon III/194 Surabaya.

3.
Duduk perkara 
Pada tanggal 3 April 2006, penggugat (kreditur) dan tergugat (debitur) melakukan kegiatan  utang  piutang  dengan  menandatangani tanda terima uang atau kwitansi dan perjanjian utang piutang tertulis. Ternyata tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar cicilan setiap bulannya, namun hanya membayar cicilan pertama sejumlah Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Utang tergugat harusnya sudah harus terselesaikan dalam waktu 10 bulan yaitu tanggal 5 Februari 2007 dengan bunga 1,5% tiap bulannya. Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi  ke Pengadilan Negeri pada tanggal 1 Juli 2008.

Gugatan tersebut penggugat meminta untuk menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, menghukum tergugat membayar bunga sebesar 5% (lima prosen) per bulan dari sisa hutang sebesar Rp2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah, Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta-harta Tergugat yang berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-9 Surabaya, Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-10 Surabaya, Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petemon III/194 Surabaya. 

Gugatan tersebut melahirkan putusan pengadilan negeri nomor 574/Pdt.G/2007/PN.Sby yaitu yang pada intinya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah), menyatakan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-9 Surabaya, dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-10 Surabaya dinyatakan tidak berharga dan harus diangkat karena pada tanggal 15 April 2010 obyek yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-9 telah dilelang oleh PT. Bank Internasional Indonesia. Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri  yaitu menghukum Tergugat membayar bunga cicilan sebesar 1 ½ % .


Pada tanggal 6 Oktober 2009 kemudian terhadap putusan  Pengadilan Tinggi oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada  tanggal 12 Oktober 2009. Dengan adanya permohonan kasasi Putusan Mahkamah Agung yaitu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, No.147/Pdt/2009/PT.Sby yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 574/Pdt.G/2007/PN.Sby dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.


Adanya putusan Mahkamah Agung mengakibatkan tidak kembalinya piutang kreditur. Untuk itu penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai  perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap kreditur pemegang jaminan umum dalam rangka pemenuhan piutangnya. Kreditur telah melakukan upaya melalui badan peradilan namun tidak juga mendapatkan pelunasan akan piutangnya. Upaya hukum yang kemungkinan masih dapat dilakukan oleh kreditur untuk mengembalikan piutangnya akan dijelaskan pula.

C.
Pembahasan Hasil Penelitian


1.
Perlindungan hukum bagi  kreditur dalam pengembalian piutang
Perjanjian utang piutang sebagai sebuah perjanjian yang dimaksudkan pada pasal 1313 KUH Perdata merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang (debitur) mengikatkan dirinya terhadap satu (kreditur) orang lain atau lebih. Sebuah perjanjian utang piutang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu memenuhi unsur, sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu  hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Asas kebebasan berkontrak memberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian utang piutang. Perjanjian yang dibuat oleh pihak tentunya akan menimbulkan sebuah konsekuensi yaitu adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian utang piutang. Menurut Subekti “dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit (utang piutang) itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769. 

Pengertian utang piutang dasar hukumnya diatur dalam KUH Perdata sebagai perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata Perdata yaitu:

Pinjam meminjam  ialah perjanjian dengan  mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama.
Dari ketentuan  pasal 1754 KUH  Perdata dapat kita lihat bahwa dalam  perjanjian utang piutang terdapat  hak dan kewajiban diantara para pihak.  Penggugat bertindak sebagai kreditur yaitu pihak yang menerima penyerahan suatu kebendaan tertentu, sebagai benda jaminan dari pemberi jaminan (debitur)  dan berkewajiban memberi pinjaman berupa barang yang habis karena pemakaian. Tergugat  sebagai pihak debitur yang meminjam, berkewajiban untuk mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama.

 Perjanjian utang piutang yang disepakati oleh penggugat dan tergugat berupa perjanjian yang dibuat di bawah tangan disertai kwitansi sebagai tanda bukti penyerahan uang. Penyerahan uang telah dilakukan oleh penggugat sebagai kewajiban bagi seorang kreditur sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perjanjian telah menyebutkan tentang batas pengembalian keseluruhan pinjaman dan cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh tergugat. Kewajiban tergugat dalam perjanjian tersebut yaitu menyelesaikan utangnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan yakni 5 Februari 2007, dengan ketentuan pembayaran cicilan beserta bunga 1,5% pada setiap tanggal 5 awal bulan dan yang dimulai sebagai cicilan pertama tanggal 5 Mei 2006.

Perjanjian utang piutang yang dibuat meskipun telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata namun dalam putusan mahkamah agung No. 2357K/Pdt/2010 hakim mahkamah agung masih beranggapan bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat masih tidak jelas. Penggugat tidak memiliki bukti yang cukup dan tidak ada bukti bahwa ada perjanjian tersebut telah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Perjanjian tertulis di bawah tangan yang disepakati menurut hakim mahkamah agung bukan merupakan bukti yang cukup. 

Menurut pengadilan negeri dan pengadilan tinggi hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dibuktikan dengan adanya penandatanganan perjanjian utang piutang oleh kedua belah pihak serta bukti kuitansi sebagai bukti penyerahan uang yang dilakukan oleh penggugat. Bukti kuitansi hanyalah bukti penyerahan uang. Kwitansi bukan merupakan perjanjian namun, bentuk perjanjian diantara para pihak adalah perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat yang berisi tentang besarnya utang, batas pengembalian dan cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh tergugat. Kwitansi hanya sebagai tanda bukti adanya perjanjian yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000  (pasal 55 Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012).

Adanya penandatanganan perjanjian utang piutang yang berisi kesepakatan tentang batas pengembalian keseluruhan pinjaman dan cicilan yang harus dibayarkan tergugat setiap bulannya merupakan sebuah bukti bahwa adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan itu tetap diakui karena perjanjian utang piutang tidak harus berbentuk akta notariil. Karena menurut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata) para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 
Perjanjian di bawah tangan yang dibuat adalah sah dan dengan adanya perjanjian tersebut maka para pihak yang sepakat harus mematuhi yang apa telah disepakati dalam perjanjian seperti undang-undang bagi para pihak yang sepakat (1338 ayat (1) KUH Perdata)

Perjanjian utang piutang tidak akan bermasalah, jika para pihak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Namun, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan terjadi  wanprestasi.  Kasus pada putusan mahkamah agung No. 2357K/Pdt/2010 yaitu tergugat tidak memenuhi sama sekali apa yang diperjanjikan karena tergugat hanya membayar cicilan pertama sejumlah Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi membayar cicilan-cicilan berikutnya, walaupun telah diingatkan maupun ditagih secara patut dan berulang-ulang. Dengan demikian dapat dikatakan tergugat telah melakukan wanprestasi. 

Wanprestasi  yang dilakukan tergugat akan menimbulkan akibat sesuai pasal 1267 KUH Perdata maka penggugat dapat menuntut kepada tergugat yang wanprestasi untuk memenuhi perjanjian saja, memenuhi perjanjian dengan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam sebuah Perjanjian utang piutang sudah dijamin oleh Undang-undang. Jaminan yang diberikan oleh undang-undang adalah  harta benda debitur. Ketentuan perlindungan hukum bagi seorang kreditur tersebut diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” Pasal tersebut berarti, ketika seorang tergugat melakukan wanprestasi, maka harta tergugat itulah yang akan dijadikan jaminan dengan cara penggugat mengajukan tuntutan hak kepada hakim untuk menjual harta benda tergugat untuk dijual secara lelang. Hasil penjualannya akan dijaminkan untuk melunasi hutang tersebut. Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata merupakan eksekusi pelunasan hak dalam rangka jaminan umum yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

Ketentuan pasal 1131 KUH perdata  telah jelas bahwa Undang-undang  memberikan perlindungan hak bagi semua kreditur dalam kedudukan yang sama. Setiap kreditur menikmati hak jaminan umum seperti itu dari pasal 1131 KUH perdata, tersimpul asas-asas hubungan eksternal kreditur sebagai berikut: 

a.
Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta kekayaan debitur.

b.
Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur.

c.
Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur  saja tidak dengan “persoon debitur”.
Perjanjian utang piutang  menimbulkan sebuah perikatan diantara para pihak. Dari pihak debitur terdapat unsur-unsur schuld dan/ haftung. Debitur  mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Kewajiban debitur untuk melaksanakan prestasinya disebut schuld. Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya seperti yang tertuang dalam perjanjian, tergugat masih tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan harta kekayaannya untuk diambil oleh penggugat sebanyak utang tergugat guna pelunasan utang tadi. Tanggung jawab yuridis untuk merelakan harta bendanya disita disebut dengan haftung.

Berdasarkan asas schuld dan haftung maka tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasinya. tergugat juga mempunyai tanggung jawab  yuridis yaitu wajib memberikan harta kekayaannya untuk diambil oleh penggugat sebanyak utang tergugat guna pelunasan utang tadi sehingga hukum dapat memaksanya melaksanakan prestasinya.

Penggugat berdasar perjanjiannya maka berlaku perlindungan hukum pada pasal 1131 KUH perdata merupakan ketentuan tentang jaminan umum yaitu pelunasan piutang beserta yang merupakan kewajiban pihak tergugat kepada penggugat. Memperhatikan pasal 1131 KUH Perdata maka, harusnya  penggugat berhak atas pelunasan piutang. Namun pada kasus penggugat tidak mendapat pelunasan dari tergugat.  

Perlindungan yang diberikan berikutnya diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

 Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang didahulukan.

 Jadi pasal 1132 KUH Perdata merupakan ketentuan tentang jaminan umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum yang berlaku umum bagi semua kreditur. Sebuah jaminan dikatakan  sebagai jaminan umum karena  tidak ada perbedaan atau prioritas bagi para kreditur.

Kasus  yang sebelumnya dijelaskan bahwa terjadi perjanjian utang piutang di bawah tangan antara tergugat dan penggugat. Perjanjian utang piutang yang disepakati berisi jumlah utang, batas pengembalian keseluruhan pinjaman dan cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya tidak ada perjanjian khusus tentang jaminan. Dalam posisi ini penggugat hanya memegang jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan dari tergugat yang terjadi atau timbul dari undang-undang. Posisi hanya pemegang jaminan umum maka kedudukan penggugat sangat lemah. Kasus telah terjadi pembebanan  hak kebendaan  oleh kreditur lain terhadap harta yang dimiliki oleh tergugat, yang oleh penggugat dimohonkan sita sebagai pelunasan utang. 

Pasal 1133 KUH Perdata menyatakan bahwa “Hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.” Sesuai ketentuan pasal 1133 KUH Perdata di dalam peraturan yang mengatur tentang hak istimewa, gadai dan hipotik bahwa penggugat agar menjadi seorang kreditur yang diutamakan maka harus memenuhi syarat. Apabila terpenuhi syarat-syarat dalam hak gadai dan hipotik maka piutang dengan jaminan kebendaan seperti gadai dan hipotik mempunyai hak lebih dahulu dalam pelunasan dibanding pemegang hak Istimewa (Privelege). Ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 1134 (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak-hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.” Namun dalam kasus yang memiliki hak untuk didahulukan adalah pihak BII 

Keberadaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Tanggungan.) Pemberlakuan hipotik sebagai lembaga jaminan atas kebendaan tidak bergerak (yang berkaitan dengan tanah berikut benda-benda yang melekat pada tanah), menjadi tidak berlaku.

Posisi penggugat yang seperti dijelaskan hanya pemegang jaminan umum maka penggugat tidak memiliki hak eksekutorial. Kedudukannya adalah lemah dan sulit untuk melakukan upaya pengembalian piutang karena jaminan yang dimiliki timbul karena undang-undang bukan atas perjanjian jaminan. Apabila berhadapan dengan kreditur preference seperti dalam kasus tentu saja penggugat tidak dapat mempertahankan harta tergugat yang dijaminkan kepada kreditur preference. Terkait objek yang berupa tanah maka harusnya penggugat memperhatikan ketentuan tentang hak tanggungan agar memiliki jaminan yang sempurna.

Dalam putusan Mahkamah Agung no. 2357K/Pdt/2010 juga berhubungan dengan adanya sita jaminan yang berupa tanah dan bangunan, maka dari itu perlu dibahas pula mengenai ketentuan dalam undang-undang Hak Tanggungan yaitu mengenai prosedur dalam pembebanan Hak Tanggungan agar jaminan Hak Tanggungan menjadi jaminan yang sempurna. Untuk menjadi seorang kreditur yang diutamakan harus melalui prosedur dalam pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan sesuai dengan penjelasan Undang-undang Hak Tanggungan angka 7 yang menyatakan bahwa:

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu:

a. tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnya disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin. 

b.  tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.

Prosedur pembebanan Hak Tanggungan atas hak atas tanah harus memenuhi tiga tahapan yaitu :

1)
Adanya perjanjian utang piutang 


Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pokok yang harus ada sebelum adanya perjanjian jaminan (Hak Tanggungan). Perjanjian utang piutang dapat dibuat dengan akta autentik (akta yang dibuat oleh notaris) atau dibuat dengan akta dibawah tangan yaitu dibuat sendiri oleh debitur dan kreditur.

2)  Adanya akta Pemberian Hak Tanggungan

Penyerahan jaminan oleh debitur kepada kreditur sebagai pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

3)
Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan


Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pendaftaran dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Kantor Pertanahan akan membuatkan buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 

Tata Cara pembebanan Hak Tanggungan adalah wajib memenuhi syarat  yang ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan :

(1)
 Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.

(2)
Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pada pasal 11 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa:

Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan:

a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;

b. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih;

c.  Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin  sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 10 ayat (1);

d.  nilai tanggungan;

e. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Hak  Tanggungan yang menyatakan bahwa “Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.” Jadi tidak diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian bahwa pemegang Hak Tanggungan adalah pemilik objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji.

Pasal 13 dan 14 Undang-undang Hak  Tanggungan mengatur tentang sebuah Hak Tanggungan itu harus didaftarkan dan sebuah Hak Tanggungan dibuktikan dengan adanya akta berupa sertifikat Hak Tanggungan. Ketentuan dalam Undang-undang Hak Tanggungan akan memberikan kepastian dalam rangka pelunasan piutang. Untuk itu setiap orang yang akan mengadakan perjanjian utang piutang yang objek jaminannya adalah tanah atau bangunan sangat perlu memperhatikan ketentuann dalam Hak Tanggungan. Hal tersebut dimaksudkan apabila debitur melakukan wanprestasi, pihak debitur tetap mendapat pengembalian piutang, tanpa proses yang panjang dan berbelit-belit.

Pihak  penggugat dengan tergugat hanya mengadakan perjanjian utang piutang saja tanpa diikuti adanya perjanjian ikutan. Oleh karena itu penggugat hanya memiliki hak relatif atas benda jaminan. Tidak seperti kreditur pemegang hak kebendaan. Untuk itu perlindungan bagi dengan penggugat sebagai kreditur konkuren adalah sebatas pada eksekusi jaminan umum saja.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam pengembalian piutangnya
Debitur yang lalai menjalankan perjanjian tentu saja merugikan kreditur. Penggugat sebagai seorang kreditur sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata  berhak mendapatkan pemenuhan piutang. Namun tidak dipenuhinya kewajiban debitur  tersebut akan membuat kreditur rugi. 

Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa yaitu dapat melalui peradilan dan diselesaikan diluar peradilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Dalam kasus kreditur telah melakukan upaya mengajukan gugatan ke pengadilan karena dalam melaksanakan eksekusi jaminan umum yang tidak memiliki hak eksekutorial. Hak eksekutorial terkandung di dalam title executorial. Title executorial yang merupakan syarat untuk melakukan eksekusi terdapat dalam putusan hakim ataupun dalam akta - akta otentik adalah title yang pada akta atau putusan pengadilan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Pengajuan gugatan dilakukan sesuai pasal 118 ayat (1) HIR yaitu tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya.  Pada dasarnya sesuai dengan Pasal 8 angka 3 Rv, surat gugatan berisi tiga hal. Tiga hal tersebut adalah persona standi ini judicio (para pihak yang berpekara), fundamentum petendi (posita), dan petitum (tuntutan). Posita gugatan mengenai persoalan yang dihadapi oleh  penggugat yang merupakan dasar tuntutan yaitu mengenai penjelasan tentang peristiwa terjadinya utang piutang yang menguraikan tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian, tentang debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya. 

Penggugat tidak dapat mengambil paksa harta tergugat karena wanprestasi, tetapi harus melalui proses gugatan perdata dan sita jaminan dengan memakan waktu yang lama untuk tingkat pengadilan negeri /pengadilan tinggi memakan waktu paling lama 6 bulan (SEMA Nomor 6 tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992) belum terhitung lagi lamanya putusan Mahkamah Agung. Dengan pengertian kreditur tidak boleh mengambil paksa benda jaminan dengan upaya sendiri.   Sesuai kasus gugatan utang piutang yang telah diajukan oleh penggugat kepada pengadilan bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi penggugat. yang dilakukan tergugat agar tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Dan tergugat dihukum untuk segera melakukan pelunasan utangnya. Dalam upaya pengembalian piutang penggugat sesuai ketentuan pasal 1131 KUH Perdata maka untuk mendapat pelunasan penggugat harus mengupayakan gugatan agar mendapatkan putusan untuk dapat mengeksekusi harta tergugat.

Eksekusi menurut Prof. R. Subekti adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).   

Menurut pasal 196 dan 197 (1) HIR yaitu:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari. (Pasal 196 HIR )

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu. (Pasal 197 (1)HIR)

Jadi pihak yang dikalahkan harus menjalankan eksekusi secara sukarela namun apabila pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang dapat memasukkan permintaan agar ketua pengadilan negeri memanggil pihak yang kalah. Jika sudah lewat tempo maka dapat diupayakan  paksa terhadap eksekusi putusan atas perintah ketua pengadilan. 

Penggugat juga dapat meminta agar pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tak bergerak milik tergugat dengan alasan agar nantinya kemenangan penggugat tidak sia-sia. Sita yang dilakukan pihak penggugat sebagai upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses berpekara dipengadilan. Sita sebagai upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses berpekara di pengadilan dibedakan atas sita jaminan dan sita eksekusi. 

Sita jaminan menurut mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan perkataan lain bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada orang lain. Ini adalah menyangkut sita conservatoir (conservatoir beslag).     

Sesuai pasal 227 (1) HIR merupakan alasan melakukan sita jaminan yaitu :

1) Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.

2)
Barang yang disita merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artunya bukan barang milik penggugat.

3)
Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan  Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

4)
Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis.

5)
Sita jaminan dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.

Akibat dari adanya sita yaitu dengan melakukan sita atas sebagian hata kekayaan milik pihak yang berutang  atau lebih, penjualan bagian dari harta kekayaan tesebut dianggap sebagai ganti rugi, harta kekayaan milik pihak yang berutang sesungguhnya diblokir. Itu berarti bahwa debitur sejak saat dilakukan sita tidak dapat menjual bagian dari harta kekayaan yang disita. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi kreditur. 

Ketentuan tentang Sita Jaminan terdapat pada pasal 227 ayat (1) (HIR) / pasal 261 ayat (1) RBG. Sita jaminan (consevatoir beslag) benda yang disita harus milik tergugat tidak barang milik pihak ketiga, karena yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam perkara barang milik tergugat sebagai pihak berperkara. Penyitaan terhadap harta benda sebagai tergugat bertujuan untuk, melindungi kreditur atas pengembalian seluruh piutangnya,  karena harta benda milik kreditur yang telah disita ( setelah putusan statusnya menjadi excecutorial beslag) akan dilelang jika tergugat (debitur) tidak melaksanakan putusan dan hasil pelelangan akan digunakan untuk dibayar kepada penggugat. Pembayaran tersebut sesuai dengan besarnya utang debitur (tergugat) apabila masih ada sisa dari penjualan benda debitur (tergugat) maka akan dikembalikan. Namun pelelangan tidak akan dilakukan apabila tergugat(debitur) bersedia melaksanakan putusan dengan suka rela dengan demikian sita yang telah dilakukan tersebut harus diangkat. 

Dalam kasus yang terjadi dalam putusan yaitu harta benda milik tergugat yang dimohonkan sita pengugat telah dijaminkan kepada pihak ketiga dalam kasus ini yaitu PT. Bank Internasional Indonesia, dan sesuai ketentuan dalam hukum jaminan apabila jaminan tersebut telah dibebani oleh hak kebendaan, dalam hal ini adalah hak 1, maka benda tersebut tidak dapat disita oleh pengadilan. Alasan tidak dapat disitanya benda tersebut dikarenakan sifat tidak kebendaan yang melekat pada bendanya serta sesuai dengan asas-asas dalam hukum kebendaan yang mengatur bahwa pemegang hak kebendaan akan berkedudukan sebagai kreditur preferece.

Seorang kreditur preference mempunyai hak executorial terhadap jaminan utang piutang. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1, pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan. Sebagai seorang kreditur preference, maka kreditur tersebut dapat dengan mudah melakukan eksekusi dengan cara melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan  atau dapat dilaksanakan dibawah tangan. Sesuai dengan pasal tersebut kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan (Hak Tanggungan) dinamakan pula sebagai kreditur separatis.

Posisi penggugat sebagai kreditur konkuren telah mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan. Tanpa diketahui penggugat bahwa harta yang disengketakan di pengadilan ternyata dilelang oleh pihak kreditur preference yaitu PT. Bank Internasional Indonesia meski pihak debitur telah menempati jaminan yang berupa bangunan yang berada di jalan Pakis Argosari VII blok E-9 Surabaya. Peristiwa pelelangan yang dilakukan kreditur preference membuat penggugat kehilangan benda sebagai pelunasan utangnya.

Gugatan yang diajukan  diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 574/Pdt.G/2007/PN.Sby yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah), menyatakan tidak berharga dan harus diangkat sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 April 2008 terhadap sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1427 sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 777.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Maka pihak penggugat dapat mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 574/Pdt.G/2007/PN.Sby. Putusan yang dibanding oleh penggugat dan menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 147/PDT/2009/PT.SBY. 

Putusan Pengadilan Tinggi yang putusan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan Tergugat masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah), Tergugat dihukum untuk membayar bunga cicilan sebesar 1½ % sampai terbayarnya hutang Tergugat. Adanya putusan pengadilan tinggi dirasa belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap pihak pembanding sebagai pihak kreditur, maka pihak keditur mengajukan upaya kasasi sesuai ketentuan pasal 23 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak kreditur sebagai pihak pemohon kasasi diterima  dan diputus dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2357 K/Pdt/2010 yang membatalkan semua putusan dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung justru membuat pihak kreditur tidak mendapatkan pelunasan sama sekali atas piutangnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 2357K/Pdt/2010 maka dapat diketahui hubungan utang piutang antara kedua belah pihak yang dilakukan dibawah tangan tanpa pengesahan notaris dan akta pengakuan hutang tidak cukup untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Kedudukan sebagai kreditur terhadap jaminan yang bersifat umum tidak memiliki kepastian hukum dalam pengembaliannya. Kedudukan sebagai kreditur konkuren tidak akan bisa dengan mudah melakukan eksekusi jaminan. Ketika berhadapan dengan kreditur preference bisa saja kreditur konkuren tidak akan mendapatkan piutangnya kembali.

Pada kasus sebelumnya seorang kreditur yang mengadakan perjanjian utang piutang hanya dengan sebuah akta dibawah tangan. Meskipun  telah disengketakan di pengadilan kreditur tidak akan mendapat pelunasan akan piutangnya karena akta dianggap memiliki kepastian hukum adalah akta yang berbentuk notariil yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sebuah akta yang dibuat dibawah tangan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sempurna tanpa pengesahan notaris dan tanpa adanya pengakuan dari salah satu pihak. Seperti yang diatur dalam Pasal 1877 KUH Perdata atau pasal 3 dari Ordonansi tahun 1867 No. 29 yaitu apabila akta dibawah tangan itu dipungkiri atau tidak diakui tentang kebenarannya (tulisan dan tanda tanggannya) maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangannya diperiksa di muka pengadilan. Upaya yang dapat dilakukan kreditur setelah upaya kasasi adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali harus dilakukan sesuai dengan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung yaitu:

a.
apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

b.
apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

c.
apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.

d.
apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

e.
apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

f.
apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Pasal 69 Undang-undang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa:
Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

a.
yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b.
yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c.
 yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; 

d.
yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Apabila peninjauan kembali tidak mungkin dilakukan maka masih ada cara untuk melakukan sebuah upaya pengembalian piutang.yaitu pengajuan gugatan baru sebagai upaya hukum. Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.” Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata mengatur bahwa ”Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

Sesuai pasal 1917 KUH Perdata perkara perdata tidak dapat diajukan gugatan ulang harus memiliki unsur –unsur : objek gugatan yang sama dengan putusan sebelumnya, dalil atau alasan gugatan yang sama dengan putusan sebelumnya dan pihak yang berpekara sama dengan putusan sebelumnya. Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan bahwa “ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.” Dilihat dari putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 maka unsur dalam pasal 1917 KUH Perdata bersifat kumulatif  Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem. Syarat berikutnya suatu perkara dapat melekat ne bis in idem, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk :

1. Menolak gugatan seluruhnya, atau

2. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. 

Menurut  M. Yahya Harahap ne bis in idem berarti bahwa “sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.”  Untuk mengajukan gugatan baru kreditur dapat mengajukan  objek tuntutan yang berbeda dari putusan Mahkamah Agung No. 2357K/Pdt/2010 yaitu bisa berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak milik debitur yang  tidak dijaminkan kepada kreditur lain.  Objek tuntutan yang berbeda membuat gugatan tersebut tidak memenuhi asas ne bis in idem meskipun para pihak dan alasan gugatan tetap sama.
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1.
Perlindungan hukum bagi seorang kreditur yang mengadakan perjanjian utang piutang telah diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata yaitu manakala debitur melakukan wanprestasi, maka harta tergugat yang akan dijadikan jaminan atas pelunasan utangnya. Selain itu asas schuld dan haftung juga mengatur tentang tanggung jawab pihak debitur terhadap semua utangnya, tanggung jawab tersebut berupa pelunasan utang oleh debitur dengan cara menyediakan hartanya sebagai jaminan pelunasan utang. Pada kasus pihak yang melakukan utang piutang tanpa perjanjian jaminan. Pada akhirnya menimbulkan terjadinya sengketa dalam utang piutang karena piutangnya tidak mendapat pelunasan.

2.
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam pemenuhan piutang sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 2357K/ Pdt/2010 menunjukkan bahwa kreditur telah mengajukan gugatan namun tidak diterima. Setelah melakukan upaya hukum hingga tingkat kasasi  kreditur dapat mengajukan upaya peninjauan kembali apabila memenuhi alasan yang terdapat dalam ketentuan pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung. Kreditur dapat mengajukan gugatan baru terhadap debitur dengan objek tuntutan yang berbeda agar tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 1917 KUH Perdata tentang gugatan ne bis in idem.
Saran
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis mencoba memeberi manfaat agar:

1.
Bagi hakim sebagai penegak hukum merupakan pihak yang dianggap mampu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya khususnya bagi para pihak yang bersengketa dalam utang piutang. Penegak hukum hendaknya memberikan sebuah putusan yang benar-benar mempunyai keadilan bagi para pihak yang bersengketa, agar para pihak yang bersengketa mendapat keadilan masing-masing.

2.
Bagi pihak kreditur sebagai pihak penyalur dana sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian utang piutang. Pihak kreditur perlu memperhatikan ketentuan dalam hukum perjanjian, tentang utang piutang serta memperhatikan pula tentang hukum jaminan agar dana yang dipinjamkan kepada debitur dapat dikembalikan. Khususnya bagi seorang kreditur yang akan mengadakan perjanjian utang piutang dengan tanah atau bangunan sebagai jaminan tentu saja perlu memperhatikan tentang ketentuan Hak Tanggungan.

3.
Bagi debitur sebagai pihak yang memiliki utang diharapkan agar memilih kreditur yang  menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum jaminan. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan sengketa. Selain itu dalam melakukan sebuah perjanjian utang piutang hendaknya seorang debitur hendaknya pelaksanaan  utang piutang berdasar asas itikad baik.
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